SPUTUS AN T
- NOMOR : 03 K/KPPU/2002

- BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM - .-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN K_ETU_HA_NAN YANG MAHA ESA

"MAHKAMAH “AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA/KPPU, beralamat di
J1. Ir.-H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120; dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya: R. ‘Kurnia Sya'ranie; SH: dan-kawan-kawan berdasarkan surat
~kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2002, Pemohon kasasi dahulu Termohon
Keberatan;

' meiawan'

“ JIMMY ‘MASRIN, beralamat ‘di JI. Srmpmk Golf X Kav. ]43 Jakarta
Selatan; Termohon kasasi dahulu Pemohon kebeadtan

dan

1. PT. HOLDIKO PERKASA, berkedndukan' di Jakarta, béralamat di
Gedung Indosemen,; lantai 12;-Jalan Jenderal Sudirman Kav,"70-71;
2. PT. TRIMEGAH SUCURITIES berkedudukan di Jakarta, beralamat
Cd Arlha Graha Buﬂdlng, lantal 18 Jatan JcndelaE Sud:rman Kav.
- 52-53; '
3, PT. CIPTA SARANA DUTA PERKASA berkeduciukan di Jakarm

_ bera!am'lt di Artha Grdha Bmldmg, lantat 18 Jalan Jende;a] Sudirman
Kav. 52 53:

.; 4. . PRANATA I-IAJADI beltempat tmggal d1 Jalzm AEPDA KS Tubun
- No.. 62 Palmerah, Jakarta Pusat; ... ..
5. PT. MULTI MEGAH INTERNATIONAL “berkedudukan di Jalan
Rajawali No. 14 Jakarta;

6. PT. PARALLAX CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD,
berkedudukan di pa1a1s Reigsance 11-01, 390.Orcha1d Road,
Singapura;- E R
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7. PT. BHAKTI ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Menara
Kebon Sirih Jalan. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat;
8. PT.ALPHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,
beralamat di Bapindo Plaza, Citibank Tower, lantai 14, Jalan Jenderal
. Sudirman Kav. 54-55; L
9. PT.DELOITTE & TOUCHE FAS, berkedudukan di Wisma Antara
Lantai 12, JI. Medan Merdeka Selatan No.17, Para turut Termohon
kasast dahulu turut Termohon Keberatan I s/d IX;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
kasasi sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai
Termohon keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sejak tanggal 20 Pebruari 2002, Termohon telah memanggil Pemohon
untuk didengar keterangannya dalam hal penjualan saham PT. Holdiko Perkasa
(Turut Termohon I) di PT. Indomobil Sukses International Tbhk. (Indomobil) dan
seluruh obligasi konversi yang diterbitkan oleh Indomobii kepada Holdiko (Turut
Termohon I) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

bahwa keputusan tersebut yang berkenaan dengan Pemohon pada intinya
memutuskan sebagai berikut : : :

1. Pemohon bersama dengan Pranata Hajadi (Turut Termohon IV), PT, Trimegah
Securities Thk. (Turut Termohon 1), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa/CSDP
(Turut Termohon HI), PT. Bhakti Asset Management/BAM (Turut Termohon
VID) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia/Alpha (Turut Termohon VIII), secara
bersama-sama secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5
tahun 1999 karena melakukan tindakan 'persektmgkolan di antara mereka yang
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan
dan atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan persaingan

" semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk memenangkan CSDP (Turut
Termohon IIi) sebagai pemenang tender penjualan saham dan convertible bonds
Indomobil (butir 2 halaman 111-Keputusan);

2. Menghukum Pemohon bersama-sama dengan: Pranata Hajadi secara bersama-
sama membayar denda sebesar: Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima
ratus juta rupiah), yang harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari
terhitung sejak dibacakan putusannya dengan denda keterlambatan 0,17% untuk

94 Yierisprudensi Mahikgmah Agung R



- setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan: Keputusan (butlr 6 halaman 111
Keputusan). : e .

3. -Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan - putusan tetap’ dihitung
-meskipun ada upaya hukum (butir 13 halaman 111 Keputusan).

4. Menyatakan Turut Termohon 1, Turut Termohon I, Turut Termohon IH, Turut
Termohon IV, Torut Termohon V, Turut -Termohon VIII,; Turut Termohon IX
secara sah dan meyakinkan telah-melanggar Pasal 22 UU No. 3 tahun 1999.

5. Menyatakan Turut Termohon VI dan Turut Termohon VIL tidak terbukti- seara
sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU.No. 5:tahun 1999.

“bahiwa ada berbagai alasan mengapd Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa
Keputusan Termohon sccara fundamental salah dan cukup alasan untuk dinyatakan
batal demi hukum atau untuk: mohon membatalkan keputusan tersebut yaitu :

Dokumen putusan sendiri tidak sah oleh karena berkepala “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Seandainya dianggap sah,
maka penjualan saham Indomobil terjadi sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 17 tahun 1999 tentang BPPN dalam bentuk penjualan asset debitur ex-bank
bermasalah, sehingga secara keseluruhan dikecualikan dari ruang lingkup. UU No.5
berdasarkan pasal 50 huruf a. Seandainyapun penjualan tersebut tidak dianggap
sebagai pelaksanaan amanat perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
persyaratan pengecualian yang diminta oleh pasal 50 huruf a, maka setidak-tidaknya
tidak dapat diberlakukan Pasal 22 Undang-Undang No..5 tahun 1999 yang menjadi
dasar penghukuman, oleh karena Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tidak mencakup
perbuatan dan perjanjian tender penjualan dianggap termasuk ruang lingkup pasal
11, maka unsur- unsur Pasal 22 tidak terbukii atau salah diterapkan oleh Termohon
keberatan dengan alasan sebagai ber;kut (1) larangan Pasal 22 UU No 5 hanya
berlaku bagi pelaku usaha yang menjadl peserta tender, sedangkan Pemohon bukan
peserta tender yang tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam proses tender, (ii)
Terimohon lalai membuktikan semua unsur Pasal 22 UU No.'5, unsur yang lalai
dibuktikan oleh Termohon, misalnya (a) kepada saapa larangan persekongkoian tender
ditujukan, (b) syarat untak’ dianggap dapat terjadi persamgan usaha tidak sehat (iii)
dinyatakan tidak berlakunya oleh Termohon definisi resmi persekongkolan tanpa
menyebutkan dasar hukum ‘dan menggantinya ‘dengan  pengertian- yang lain yang
kemidian menjadi acuan untuk pembuktaan terpenuhiniya unsur persekongkolan secara
konklusif, (iv) pembuktian semita-mata ‘atas dasar petunjuk, tanpa ‘bukti konkrit.
Seandainyapun dianggap terjadi ‘pelanggaran Pasal 22 UU-No. 5 oleh Termohon,
maka (a) tidak seiayaknya Pemchon dianggap’ tidak ‘kooperatif - ‘sebagai”tambahan
pertimbangan, (b) cara pengenaan dan besarnya denda tidak disertai pertlmbangan
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yang cukup, dan (c) Termohon tidak berwenang menyatakan denda dapat dieksekusi
secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

bahwa alasan keberatan diatas selanjutnya disusun menurut kategori berdasarkan
kewenangan Termohon dan pembuktian pelanggaran serta pengenaan sanksi
administratif menjadi tujuh keberatan pokok sebagai berikut :

1. Termohon tidak berwenang mengeluarkan putusan berkepala “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

2. Termohon tidak berwenang menangani perbuatan atau perjanjian diluar ruang
lingkup Undang-Undang No. 5.
3. Tidak ada dasar hukum meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi
terlapor dan/atau j Juga. sebagai saksi tidak ada dasar hukum untuk menghukuim
- Pemohon. :
4. Pemohon. tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Pemohon melanggar
Pasal 22 Undang-Undang No. 5.

5. Tidak ada dasar hukum Pemohon dinyatakan tidak kooperatif,

6. Tidak terbukti dasar hukum penghukuman, cara pengenaan dan besarnya
denda.

7. Termohon tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa bunga
dengan kekuatan eksekutorial dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

bahwa pembagian dari keberatan pertama sampai keberatan ke tujuh pada butir
2 diatas selanjutnya menjadl acuan dan panduan untuk penjabaran keberatara secara
rinei : .

I Termohon tidak berwenang mengeluarkan putusan berkepala “DEMI
* KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Di luar
kewenangannya, Termohon dalam keputusan mempergunakan kepada “DEMI

~ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2. Bahwa penggunaan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, hanya dapat dipergunakan oleh badan
peradilan dan pada dokumen resmi tertentu berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang,

3. Bahwa Undang-Undang No. 5 Termohon tidak diberikan kewenangan untuk

- mempergunakan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA”, dalam keputusannya, Begitu pula bahwa Termohon adalah

bukan Lembaga Peradilan, sebagaimana telah dinyatakan secara eksplisit oleh

. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Sela No. 59/G/TUN/ 2002/
PTUNJKT. tanggal .30 Mei 2002 bahwa KPPU bukan lembaga peradilan,
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4. . Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, keputusan Termohon bukan/tidak merupakan
keputnsan yang dibuat sesvai dengan. ketentuan Undang-Undang' No: 5, dan
_oleh karena itu Keputusan Termohon batal.demi hukum dengan. segala akibat

- hukuranya. . s _

5. Termohon fidak: berwenang menangani perbuatan ata perjanjian dlluar ruang
... Hngkup UU No. 5. . ..
6. . Tidak berwenang oleh karena berada ch luar ruang Imgkup Pasal 22 Undang-
Undang No. 5. :
_Dalam, putusannya” Termohon menyatakan Pemohon meianggar pasa} 22
. Undang-Undang No. 5 tentang: persekongkolan, Lembaga tender diatur- dalam
Pasal .22 ‘Undang-Undang. No. .5, Penjelasan resmi pasal 22 memberikan
pengertian resmi dari istilah “tender”, yaitu tawaran. mengajukan harga untak
 memborong suatu pekerjaan, untuk: mengadakan barang, atau untuk menyediakan
~jasa. . co -

. Penjelasan’ Pasal 22 Undang—Undang No 5 t:dak menjeiaskan lebik lanjut

“mengenai -apa- yang dimaksud - dengan- “pengadaan ‘barang”. -Pengertian

“pengadaan-barang”’ dapat-ditemukan-dalam'keputusan Presiden No. 18 tahun

2000 tentang ‘Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah”

~ yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 sebagaimana disebutkan
- dalam kons:derans Keputusan Presiden tersebut _ :

. Keppres No. 18:dalam pasal 2 menegaskan bahwa tujuan pengadaan baran
' yaitu “memperoleh barang/ jasa yang dibutubkan Instansi Pemerintah”. Di sisi
~lain, di dalam hal penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil tidak ada
- pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22-Undang-Undang No.
5. Yang ada dalam hal ini adalah penawaran yang dilakukan oleh Holdiko (Tarut
‘ Termohon T) untuk menjual kepada pihak lain barang berupa saham dan‘obligasi
(tender ‘penjualiin) ‘kepada investor yang berminat ‘Pasal 22 Undang-Undang
~.No.5 dan pasal 2 jo pasal 1 Keputusan Presiden tersebut: diatas membatasi
ruang lingkup kewenangan Termohon hanya pada kegiatan tender dalam rangka
pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah, berarti hanya tender:pembelian.
-Bahwa -transaksi jual. beli saham’ dan obligasi konversi-Indomobil termasuk
-dalam tender penjualan, dan oleh karena:itu berada diluat- ruang lingkup pasal
22 Undang-Undang No.: 5. : NI
7. ‘Tidak berwenang oleh karena merupakan perbuatan atau perjanji'aﬂ”sebagai
. pelaksanaan. peraturan-perundang-undangan ‘'yang berlaku. : PerbuatanHoldiko
. (Turut Termohon I} dalam transaksi tersebut bukan -merupakan tender
sebagaimana dimaksud®dalam Pasal 22 Undang-Undang "No. 5-akan ‘tetapi
merupakan penjualan atau pengalihan aset dalam restrukturisasi {(dalam- hal ini
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-+ aset dan: obligasi konversi. Indomobil sebagai bagian dari Salim Group) melalui

10:

98

penjualan umum yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No. 17,

- Dengan demikian penjualan pelaksanaan penjualan saham dan obli gasi konversi

adalah pelaksanaan PP No. 17 dan dengan demikian dikecualikan dari ketentuan-

-ketentuan Undang-Undang No. 5, sesuai dengan pasal 50 huruf a.

Tidak berwenang oleh karena kewenangan Termohon sedang diperiksa. Bahwa
kewenangan dari: Termohon' untuk mengeluarkan Surat” Keputusan Perkara
Inisiatif No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 7 Pebruari 2002, vang memeriksa para
pihak yang ikut serta dalam penjualan saham dan obligasi Indomobil sedang

“digugat oleh Trimegah (Turut Termohon' 1I} di Pengadilan Negeri Tata Usaha
- Negara Jakarta di dalam perkara No. 059/G.TUN/2002/PTUN.JKT. dimana
- Pengadilan Tata’ Usahs’ Negara dalam keputusan selanya yang dibacakan

tanggal 30 Mei 2002, memutuskan antara lain (i) Menolak eksepsi Tergugat
(Termohon) seluruhnya, dan (ii) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta berwenang mengadili surat keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat
{Termohon). Oleh karena itu sudah selayaknya Termohon tidak melanjutkan

- pemeriksaan ataupun menjatuhkan putusan, sampai putusan tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap. - -

“Tidak ‘berwenang oleh karena melanggar putusan sela Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Bahwa pada tanggal 22 April 2002, Trimegah (Turut Termohon
1) mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana terdaftar dengan register No. 163/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. Bahwa
salah satu pokok masalah dan petitum yang dipersengketakan dalam gugatan

- tersebut diatas adalah masalah ketidakwenangan Termohon untuk memetiksa

Trimegah (’I‘uru_t Termohon H) dan CSDP.(Turut Termohon 111} berkenaan

© dengan penjualan seluruh kepemilikan saham Holdiko (Turut Termohon I) di

Indomobil kepada Holdiko (Turut-Termohon I} dan BPPN. Bahwa keputusan
‘Termohon adalah berkenaan dengan masalah tersebut, sehingga perkara tersebut
sangat relevan -kepada Pemohon.: - o :

Bahwa pada tanggal 2" Mei 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

- menjatuhkan - putusan- provisi, yang pada intinya memutuskan “melarang
- 'Termohon melakukan tindakan pemanggilan dan/atau . pemeriksaan- berkenaan

dengan masalah tersebut diatas sampai adanya putusan yang:berkekuoatan hukum

_ yang tetap. e e Coe

+-Bahwa suatu’ putusan-provisi berdasarkan pasal 180 HIR harus dilaksanakan
- serta merta, dan oleh karena itw, putusan tersebut harus dilaksanakan seketika
‘walaupun ada banding, kasasi ataupun’ upaya hukum lainnya, kecaali ada

putusan akhir dalam pokok perkara yang membatalkannya.

Yurisprudensi MafiRgmah Agung RI



1.

12.

13.

14.

Bahwa akan tetapi, Termohon menjatuhkan putusannya pada tanggal 30
Mei 2002. Dengan ‘demikian, keputusan Termohon tidak sah ‘dan harus

+ - dibatalkan, karena melanggar pumsan provm darl ‘Pengadilan Negen Jakarta
Pusat. : : ; : :

tidak ada’ dasar hukum’ meningkatkan  status Pemohon dari saksi menjadi
Terlapor danfatau juga sebaga1 saksx tidak ada dasar hukum untuk menghukum
Pemohon keberatan, :

Peningkatan status tanpa alasan cukup Bahwa pada tanggal 20 Pebruam 2002.

_Tcrmohon memzmggﬂ Pemohon sebagzu saksi untuk mendengar keterangan
~ Pemohon dalam masalah penjualan Indomobil. Pada tanggal 1] Aprli 2002,

Pemohon dipanggil Tagi oleh Termohon adalah’ kapasitas yang sama, yaitu
sebagai saksi, kembali lagi pada tangga] 18 Apnl 2002 Termohon memancgd
Pemohon sebagai terlapor o

'Bahwa tindakan Termohon dengan menmgkatkan status Pemohon dari saksi

menjach Teriapor hanya karcna disebabkan Pemohon tidak dapat hadir untuk
diperiksa oleh Termohon sesua: dengan surat panggﬁan Termohon tanggal 11

_ ApnI 2002 adalah merupakan tmdakan yang sewenang wenang

Bahwa pemngkatan status saksi men_]ach Teriapor harus dldasarkanpada alat-alat
bukti yang sah.

Namun secara tiba-tiba dan sewenang-wenang dalam keputusannya Termohon

- menghukum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 2.2 diatas, padahal

dalam hasil rapat Tim Pemeriksa Perkara Inisiatif No.03/KPPU-1/2002 tanggat
7 Pebruari 2002 sama sekali tidak menyebutkan nama Pemohon.

Status tidak konsisten. Pada tanggal 23 April 2002 Termohon kembali mengubah
status Pemohon dari Terlapor menjadi saksi sebagaimana temyata dari’ surat -
surat Mabes Polri kepada Pemohon tertanggal | Mei 2002. ;

Berdasarkan surat Mabes Polri tersebut, Termohon meminta Mabes Po]n untuk
menghadirkan Pemohon :sebagai saksi dalam pemeriksaan lanjutan:yang akan
dilakukan oleh Termohon tanggal 6 Mei 2002, karena berhalangan . Permnchon

tidak dapat hadir memenuhi surat Mabes Polri tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ‘jelas: terbukti bahwa (i)- 'I‘ermohon telah
berlaku. sewenang-wenang, .dan (ii) ‘Termohon' telah . menjatuhkan - keputusan
yang bersifat menghukum terhadap.saksi. Padahal seorang saksi:tidak- dapat
dikenakan puiusan yang: bersifat “menghukum”. Dengan demikian putusan
Termohon haruslah dibatalkan.. . : S o ene

Proses in -absentia.  Menurut - hukum’ &‘ca}a.yang“'béﬂaku*secara universal,
puiusan yang bersifat “ménghukum” harus ‘mendengarkan keterangan dari
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. pihak- yang: dihukum.; Undang-Undang No.5. tidak memberikan kewenangan

kepada Termohon-untuk menjatuhkan putusan in absentia. Seandainya benar

Pemohon melanggar Pasal 41 Undang-Undang No. 5, yaitu menolak diperiksa

ataupun menghambat proses pemeriksaan, maka sanksinya adalah kewajiban
Termohon untuk menyerahkan dugaan pelanggaran tender yang dipermasalahkan

. . kepada penyidik (kepolisian) untuk dilakukan penyidikan, dan bukan membuat

t6.

kesimpulan bahwa Pemohon “melanggar ketentuan tender” yang diatur dalam
Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Oleh karena itu, Keputusan Termohon yang
menyatakan batiwa Pemohon mehmggal Pasal 22 Undzmg~Und'mg No. 5 dan

) menghukum Pemohon untuk membayal denda adaEah di luar kewenangan

Tmmohon dan oleh karena 1tu keputusan tersebut adaiah tidak sah dan sehingga
hams d1ba€alkan

Pasal 22 Undang Und'mg No 5 tidak memungkmkan Pemohon menjadi Terlapor.
Pada halaman 95 butn 33.1. Keputusan, Termohon telah mengakui Pemohon
sebagai * plhak lain”, dan bukan sebagai “pelaku usaha” sedangkan yang kena
farangan Pasal 22 Undand Uﬁdang No. 5 dan dapat dihukum hanya pelaku
usaha. Kenyataannyapun dalam transaksi pembelian aset Indomobil tersebut,
Pemohon bukan peserta tender, sehingga kapasitas Pemohon adalah “pihak
lain” berdasarkan Pasal 22 Undang Undang No. 5 dan tidak dapat ditingkatkan
menjadi Terlapor (apalagi dikenakan sanksi).

Termohon tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Pemohon melanggar
Pasal 22 Undang-Undang No.5. Dalam keputusannya, Termohon menyatakan

" bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5, untuk membuktikan

bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5, akan

& i dibahas unsur-unsar pasai tersebut satu peisatu dxhubungkan dengan perbuatan

i7.

Pemohon.

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 menentukan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol

“dengan pihak- lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender

«.. sehingga dapat mengakibatkan: terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Unsur “pelaku usaha”. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.5 telah mengatur
tentang istilah “pelaku usaha”, akan tetapi dalam konteks pasal 22 Undang-

- Undang No: 5, harus dibedakan antara unsur “pelaku Usaha” dengan unsur

“pihak lain”. Bahwa dari definisi tersebut, Pemohon adalah pelaku usaha, akan
tetapi dalam hubungannya dengan putusan Termohon, pada halaman 95 butir

-33.1 Keputusan, Termohon juga menempatkan Pemohon sebagai “pihak lain®,

yang merupakan salah sat unsur dari pasal 22 Undang-Undang No.5. Oleh

. karena .itu, mengingat. vang dilarang. dalam. Pasal 22 Undang-Undang No.5

100

adalah persekongkolan antara “pelaku usaha” dengan pihak lain”. Unsur pelaku
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usaha disini berarti satu atan lebih pelaku usaha yang menjadi peserta tender
--yang: bersekongko! dengan pihak lain yang bukanpeserta tender. Oleh karena
Pemohon bukan peserta tender, terbukti Pemohon bukan pelaku usaha.

Maka jelas keputusan Termohon cacad hukum, karena Termohon setidak-tidaknya
memposisikan Pemohon pada doa kapasitas, vaitu’ “pelaku usaha” dan “pihak
lain”, sehingga tidak mungkin satu ofang melakukan persekongkolan dengan
diri sendiri. Oleh karena itu, keputusan Termohon adalah keputusan yang cacad
hukum.

19. Unsur “d;larang”. Termohon lalai membuktikan unsur ini yang menunjukkan siapa
saja kena farangan (dan dapat dikenakan sanksi). Unsur “dilarang” mempunyai
akibat hukum terhadap hukuman atan sanksi yang kena larangan adalah semua
pelako usaha yang menjadi peserta tender, sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat
Undang-Undang No. 5; kewenangan Termohon dibatasi untuk menjatubkan sanksi

- administrasi hanya kepada “pelaku- usaha”, bukan “pihak lain”.
Konselwensinya adalah bahwa hanya “pelaku usaha™ peserta tender yang dapat
" dijadikan Terlapor dan dapat dihukum, seperti Trimegah (Turut Termohon I1),
‘Alpha (Turut Termohon' VIIT) dan’ BAM (Turat Termohon VII) (seandainya
*“benar melanggar pasal 22 quod non), sedangkan pihak lain diluar pelaku usaha
peserta lelahg, seperti Pranata Hajadi (Tarut Termohon V) dan Pemohon adalah
“pihak lain” yang tidak dapat d]]adlkan sebagal Pelapor dan/atau dikénakan

© sanksi oleh’ Termohon. '

Mengmcat berdasarkan Pasal 47 Undano-Undang No 5 hanya pelaku u%aha
“yang dapat dikenakan sanks adm;mstrat:f oleh Tenmohon maka hukuman denda
" (sebagai kepada sanksi adl‘ﬂlnlStI"iElf) yanﬂ dijﬂtuhkan Oieh Termohon Pcmohon

tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan per!\alazm Eam dalam perkam

ini, unsur “dﬂarang tidak terpenum sama sekal

20, Unsur bel‘SE]\.Oﬂ"’!\Oi D’iiam perkara ini unsul bersckonﬂkoi tldak terpenuhl
~ sama ~sekali, dengan. ahsan sebagai berikut : - :

— Pasal 1 ayat § Undang-Undang No. 5 telah, membeukan dr—:ﬁmsl resmi

mengenai “bersekongkol”. Tidak ada pengecualian dalam Undang- Undang

No. 5 untuk tidak -mempergunakan- definisi’ tersebut pada pasal-pasal

tertentu. Termohon menyatakan secara sepihak definisi resmi pasal 1 ayat

8 Undang-Undang No.5 tidak berlaku untuk pasal 22, tanpa menyebutkan

dasar sumber hukum acuannya, dan selanjutnyfl membenkan definisi

sendlrl denﬂam meraentukan Undang-Undancr yang menJad1 dasar vang
dtpergunakan oleh Termohon untuk menyatakan persekongkolan.

- seandainya benar pengernan “bersekongkol” mempunyai arti seperti yang

diciptakan oleh Termohon, maka dalam perkara ini, tidak terbukti sama
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- s¢kali. Dasar Termohon menyatakan Pemohon.adalah karena adanya (i)
tindakan penyesuaian, (ii) membandingkan dokumen tender sebelum
-penyerahan, (iii) persaingan semu (iv) menyetujui suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur, dan (vi) tidak
menolak suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui
_ti_n_dakan _;cr_sebut_meianggar prosedur. '

Halaman 72-95 Keputusan membahas tentang unsur “bersekongkol”, akan
tetapi, kalau secara teliti dan seksama pertimbangan keputusan Termohon
dalam kaitannya dengan Pemohon, hanya ada pada halaman 69 keputusan,
yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pelaku usaha sebagai pemegang
saham pada PT Fudiaratna Wangsamas, dan halaman 95 yang menyatakan
Jjuga Pemohon sebagai “pihak lain”. Dalam pertimbangan keputusan, tidak
satupun peran nyata dan perbuatan konkrit dari Pemohon, misaliya kerja sama,
perternuan ataupun telepon dari Pemohon dengan pelaku usaha lainnya berkenaan
dengan penjualan saham Indomobil dan obligasi konversi. tersebut, sehingga
dapat disimpulkan Pemohon melakukan persekongkolan. Begity pula tidak
ada bukti dan pertimbangan untuk dapat menyimpulkan Pemohon melakukan
persekongkolan, dengan pelaku usaha lainnya. Padahal yang terpenting dalam
unsur ini adalah adanya kerja sama nyata dan yang harus dibuktikan secara
konkrit menurut alat-alat bukti yang sah, hal mana tidak dapat dilakukan oleh
Termochon, suatu kerja samapun tidak dapat diambil berdasarkan aswmsi dan
kesimpulan, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata yang pembuktiannya
harus dengan bukti yang sah menurut hukum. Misalnya A dan B pemegang
saham dari perusahaan C. Kedudukan sama-sama sebagai pemegang saham
tidak secara otomatis dapat dijadikan patokan atau dasar bahwa A dan B
bersekongkol, tetapi harus dibuktikan bahwa mereka bersekongkol melalui
alat-alat bukti yang sah pula. Kenyataannya dan secara tiba-tiba, Pemochon
bersama-sama dengan Pranata’ Hajadi (Turut Termohon IV), Trimegah (Turut
Termohon 1), CSDP (Turut Termohon III), BAM (Turut Termohon VII) dan
Alpha (Turut Termohon VIII) dinyatakan bersekongkol.

. Bahwa berdasarkan, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No, MA/Pemb.1154/74,

tanggal 25 Nopember 1974 telah disebutkan bahwa :

“Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang
jelas yang dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu
kelalaian dalam acara (vormverzuim). Dengan tidak/kurang memberikan
pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas,
sukar dapat dimengérti-ataupun' bertentangan dengan satu sama lain,
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22,

23.

*. maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu-kelalaian dalam acara
‘(Vormverzonim) yang: dapat ‘mengakibatkan -batalnya suatu- putusan”,

- Disamping itu, sebagaimana disebutkan diatas, méngingat Termochon

menempatkan Pémohon sebagai-“pelaku usaha” sekaligus “pihak lain” dalam

‘rangka persekongkolan yang ditnduhkannya, maka secara hukom tidak mungkin

bersekongkol dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut dlatas unsur persekongkoIan tldak terbukti sama
sekali. - : '

:Unsur : _“Pihak- Lain”. Sebagaimana: telah dintarakan dalam membahas unsur.
. “dilarang” bahwa yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No.

5 adalah ‘pelaku vsaha” dan pada halaman 95 butir.33.1. Keputusan, Termohon
telah mengakui Pemohon sebagai “pihak lain™,:dan bukan memposisikan
Pemohon baik: sebagai Pelaku Usaha mampu sebagai Terlapor hal mana dalam
konteks Pasal 22 Undang-Undang No. 5 menghasilkan svatu keadaan yang
tidak mungkin yaitu seseorang bersekongkol dengan dirinya sendiri.

Kenyataannya pun, dalam transaksi pembelian aset Indomobil tersebut, Pemohon
bukan peserta tender, sehingga kapasitas Pemohon adalah semata-mata “pihak
lain™ sebagai salah satu unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No.5. Berdasarkan
Pasal 47 .Undang-Undang No.5, pihak yang.dapat. dikenakan sanksi oleh
Termohon adalah."pelaku usaha”, dan bukan “pihak lain” (Pemohon), Disamping
itu, seandainya benar, {(quod non) “pelaku usaha” mempunyai pengertian yang
sama dengan ‘‘pihak lain”, maka dalam perkara a quo, tidak ada perbuatan

sekongkol yang dilakukan oleh Pemohon dengan pelaku.usaha lainnya, dan

oleh karena itu_ ansur “pihak: lain” dalam masalah ini tidak. terpenuhi sama
sekali. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang mendenda Pemohon tidak
mempunyai dasar hukum sama sekali.

Unsur “untuk ‘mengatur dan atau lhenentukan"pemenaﬁg Tindakan yang
dilakukan oleh “pelaku usahia” peserta Ielang harus dllakukannya untuk mengatur
dan atan menentukar pemenano tender.

Tidak cukup untuk membuktlkan adanya pe}anggman hukum akan tetapi
pelanggaran hukum tersebut harus bertu_]uan untuk menﬂatm dan/atau
menentukan pemenang. Harus ada bukti konkrit tentang tu;uan tersebut Dalam
hal ini harus pula dibuktikan adanya kerja sama antara satu atau lebih pelaku
usaha yang menjadl peserta tender dengan plhak Jain yang bukan peserta tender,
yang dalam perkara a quo, tidak terbuktl sama sekah

Unsur “Tender™. Untuk dapat membuktikan adanya pelanﬁgaran Pasal 22
Undang-Undang No. 5, harus dipenuhi syarat-syarat (i) penerapan hukum harus
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terbukti. Berkenaan dengan pengertian “tender” dalam: perkara a quo-Termohon
telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum sebagai berikut :

1,

Bahwa transaksi penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil berada
diluar ruang lingkup Undang-Undang No. 5, karena Termohon hanya
berwenang memeriksa jenis tender tertentu dan tidak semua tender,
khususnya tidak berwenang atas penjualan saham dan obligasi konversi
Indomobil. _

Jenis tender yang boleh dikenakan sanksi administratif oleh Termohon
hanya jenis tender yang sesuai dengan definisi resmi “tender” dalam
penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5, dengan pertimbangan bahwa
apabila Undang-Undang sendiri telah memberikan definisi resmi, maka
istilah tersebut harus terikat pada definisi dan unsur-umsur pembatasan
yang terkandung didalamnya.

Bahwa jenis tender secara umum dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (A)
Tender Pembelian (pengadaan) dan (B) Tender Penjualan (lelang).

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 membatasi roang lingkup kewenangan
Termohon pada tender dalam rangka “pengadaan™ oleh Holdiko (Turut
Termohon I), be;_rarti hanya Tender Pembelian.

Bahwa transaksi jual belt saham dan obligasi kouversi Indomobil termasuk
dalam jenis tender kedua, yaitu Tender Penjualan, dan oleh karena itu
berada dilvar rvang lingkup Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Penerapan
hukum ini diperkuat oleh Keppres No. 18 yang dalam konsideransnya
mengacu pada’ Undang-Undang No. 5 Pasal 2 jo pasal | dan Keppres

© tersebut menegaskan bahwa “pengadaan” terbatas pada perolehan barang

oleh Instansi pemerintah yang bersangkutan dan dengan demikian tender
yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dibatasi pada tender
Pembelian,

Tender penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil, termasuk segi
persaingan adalah penjualan Asset Dalam Restrukturisasi eks debitur bank
bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 17 tentang
BPPN sebagai pelaksanaan dan dan bagian dan Undang-Undang Perbankan,
sehingga penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil adalah perbuatan
Holdiko (Turut Termohon [¥BPPN yang bertujuan untuk melaksanakan
kepentingan pemerintah dalam hal ini PP No. 17.

Bahwa oleh karena itu, menurut Pasal 50 (a) Undang-Undang No.
5, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dan ketentuan Undang-
Undang No:. 5, maka disamping secara khusus tidak tercakup oleh ruang
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25.

= lingkup Pasal 22 Undang-Undang No:. 5, maka ‘secara umum transaksi

iini juga-tidak tercakup ‘oleh ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 5
berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 3.

3.. -Berkenaan dengan pembuktian pelanggaran tender pengertian “pelaku usaha”

dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 berarti pelaku usaha yang menjadi

~ peserta tender, sedangkan Pemohon bukan peserta tender. Pemohon adalah

~ “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.

5. Mengingat Pemohon adalah “pihak lain”, maka Pemohon tidak dapat

dikenakan hukuman admmlstrasa oleh Termohon.

Unsur dapat menﬁaklbalkan persaingan usaha tldak sehat. Unsur ini tidak
terpenuhi qama sekali. Pertama Kata “dapat” harus berdasmkan bukti yang
konkrit yang mengakibatkan nsaha persamaan usaha tidak sehat, yang dalam
' perkara ini tidak ada sama sekali, Kedua : pasal 1 ayat 6 telah memberikan
definisi resmi tentang persamﬂan usaha tidak sehat” yaxtu persamgan antar
pelaku usaha dalam men;alankan keg:atzm produksr dan dtau pemdsaran barang
“dan atan jasa yano dilakukan dencan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
mengh'unbat persaingan usaha, Ketloa untuk dapat d:buktlkan ada persamgan
_ usaha tidak sehat harus dibuktikan bahwa sed;klt*dﬁ{;mya satu peserta tender
" yang tidak bersekongkol dan d;rugikan oleh persaingan Udak sehat dan mereka
yang bersekongkol. Oleh karena Termohon menghukmn semua peserta tender,
maka tidak ada lagi tersisa peserta tender yang tidak bersekongkol sehingga
dengan demikian Termohon memberikan sendm bnktl bahwa unsur ini tidak
terpenuhi oleh karefia tidak terbukti.

Bahwa pada haiaman 1100 butir 40 3 Keputusan Termohora menyatakan bahwa
Pemohon tidak kooperat:f meslupun telah dlpanggal secara patut. Pernyataan
Termohon tersebut tldak benar dan menyesatkan

Bahwa atas penggﬂan Termohon tertanggai 18 -April 2002 Pemohon telah
mengirimkan surat kepada Termohon pada tanggal 22 April 2002 yang meminta
waktu kepada Termohon untuk mengundurkan jadwal pemeriksaan, namun atas
permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban sama sekali.

Bahwa .berdasarkan ketentuan-HIR. ‘pemanggilan. dapat. dianggap -secara sah
dan patut apabila telah diberitahukan. dalam jangka waktu .yang cukup yaitu
minimum 3 (tiga) hari dan disampaikan secara langsung kepada pihak yang
dipanggil, sedangkan panggilan dari-Termohon tidak diterima langsung oleh
Pemohon, melainkan dititipkan kepada :pihak ain. .

Bahwa disamping itu apabila status Pemohon hanya sebagai “Pihak lain” dan

tidak dapat dibukum, maka pertimbangan ini tidak relevan lagi karena Pasal
41 ayat (2) Undang-Undang No.5 yang mencakup pihak lain (berlainan dar
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27.

~.ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang No. 5 yang mencakup pihak lain) dan oleh

karena ity Pemohon tidak dapat dipersalahkan karena ketidak hadirannya.

Oleh karena itu kesimpulan Termohon tidak benar sama sekali, dan sangat aneh

~Termohon kemudian menjatuhkan hukuman denda kepada Pemohon dengan
- dasar dan alasan Pemohon tidak. kooperatif.

Padahal péngenaan' denda tersebut dibebankan apabila terbukti Pemohon
melanggar Undang~Undang No. 5 sedangkan dalam perkara ini tidak terbukt
sama sekali. '

Tidak Terbukti dasar perighukuman cara dan besarnya denda.

Dalam keputusén_butir 6 K_éputusan, Termohon menjatuhkan denda kepada

_Pemohon bersama-sama Pranata Hajadi (Turut Termohon IV) sebesar
' Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rapiah) kepada Pemohon.
_ Seharusnya Termohon memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan dasar
_ perh;tungan yang masuk akal berdasarkan alat-alat bukti menurut hukum
* mengapa denda sebesar Rp 10Q. 500 000.000, - (seputuh miliar lima ratus juta
" rupiah) dibebankan kepada Pemohon pertanyaannya mengapa denda minimum

tidak dlterapkan sebesar Rp 1.000.000. 000,- (satu miliar rupiah) atau sebaliknya
bukan denda maksmlum 25.000. OOO 000, (dua putuh lima miliar rupiah) yang

. diterapkan, tidak jelas dasar pemmbangannya (seandainya benar ~ guod non

28.

106

o melanggar Pasal 22 Undang—Undang No. 5).

Bahwa apabila dlbandmgkan dengan harga penutupan saham PT Indomobil
Sukses Internasional (PT. IMSI) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 4
Desember 2001 yang hanya mencapai Rp 600,- per lembar saham, sedangkan
harga yang terjadi dalam pelaksanaan penawaran umum/lelang mencapai sebesar
Rp. 623,- per lembar saham, maka jenis harga yang diajukan oleh pemenang
lelang penawaran umum berada diatas harga BEJ saat itu dengan selisih
sebesar Rp. 25 per lembar saham sekaligus membuktikan bahwa pemenang
lelang/penawaran umum tersebut adalah pembeli yang beritikad baik. Maka
dengan dinyatakannya hasil penjualan saham dan convertible bonds PT IMSI
sebesar Rp: 625.000.000.000,- dipandang terfalu murah oleh Termohon, adalah
tidak memiliki dasar dan tidak dapat dibuktikan, baik secara  hukum maupun
secara finansial. Oleh karena itu; keputusan Termohon yang menyatakan Negara
dirugikan'dan atas kerugian tersebut dikonpensasikan dengan cara mengenakan
denda dan ganti rugi terhadap para Terlapor dengan jumlah proposional, termasuk
terhadap Pemohon, adalah perbuatan kesewenang-wenangan Termohon kepada
Pemohon. -

Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup haruslah
dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 636 K/
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30.

31

Sip/1969. Begitu. pula berdasarkan -Surat ‘Edaran - Mahkamah Agung R.I No.
MA/Periib.1154/74, tanggal 25 Nopember 1974,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, keputusan’ Termohon haruslah
dibatalkan.

Termohon tidak berwenang mengenakan sanksi.-administrasi berupa- bunga
dengan kekunatan eksekusi serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),

Pada butir 13 halaman 113 Keputusan Termohon memutuskan bahwa -denda
keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum.
Undang-Undang -No. .5 telah memberikan ketentuan kewenangan kepada
Termohon men_]atuhkan (a) denda dan (b) bahwa denda boleh dlkena]\an melalui

"putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) Kewenangan tersebut hanya

diberikan kepada pengadllan

Keputusan tersebut telah melar&ng dan membatam hak hak Pemohon untuk
mengajukan upaya hukum ataupun kebératan terhadap Keputusan Termohon  yang

" menurat ‘Undang-Undang No, 5 ‘dilindungi dan ‘dihormati. Karéna seandamya

kewenangan tersebut diberikan kepada Termohon, maka tidak ada gunanya
mengajukan keberatan seperti halnya keberatan aquo, karena mengajukan
keberatanpun yang notabene dilindungi- Undang-Undang, sudah dianggap

-.;pelanggaran Keputusan ini dan dianggap tidak melaksanakan keputusan, -

32,

‘Berdasarkan -alasan tersebut putusan pengenaan denda dengan ‘kekuatan serta

merta adalah bata1 deim hukum

bahwa berdasarkan ura1an uraian tersebut chatas Pemohon mohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memben putusan sebagm ber:kut

I.

2.
3.
4

Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seiuruhnya -
Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik. dan benar _
Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 ‘Undang-Undang No 5.

Menyatakan Termohon tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan
memutuskan penjunalan saham dan obligasi konversi:Indomobil,

Menyatakan Keputusan No. 03/KPPU-V/2002, yang dibacakan oléh Termohion
pada tanggal 30 Mei 2002 bata] demi hukum’ atan setldak t1daknya
dibatalkan. :

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menghukun para Turut Termohon untuk tinduk dan mematihi lz)utu'sﬂém ini.
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seach} achlnya {ex
aequo et bono).
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bahwa:terhadap . gugatan - tersebut Pengadilan -Negeri Jakarta Seiatan telah
mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Agustus 2002. No. 02/Pdt.KPPU/
2002/PN.Jak.Sel. yang.amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.  Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2.  Menyatakan Pemochon adalah Pemohon yang baik dan benar.

3. Menyatakan Pemohon tidak meicmggar Pasal 22 Undang—Undang No. 5 tahun
1999,

4, Menyatakan ‘Termohen tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan
" memutuskan peujuaian saham’ dan obligasi konversi Indomobil.

5. Menyatak&n Keputusan No. 03/KPPU- 1/2002, yang dibacakan oleh Termohon
pada tanggal 30 Mei 2002 dibatalkan.

6. Menghukum para Turut Termohon untuk ;unduk dan mematuhi pulusah ini.

1. Me_ng?}ul_;un?_Ténnohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini
dianggarkan sejumlah Rp. 359.000,- (tiga rates lima puluh sembilan ribu
rupiah),

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon pada
tanggal 1 Agustus 2002 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan
kuasa khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2002 diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2002 sebagaimana ternyata
dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G. K. PPU/2002/PN.Jak-Sel. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2002;

bahwa setelah itu oleh” Pemohon yang pada tanggal 19 Agustus 2002 telah
diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22
Agustus 2002;

Menimbang, bahwa permchonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemochon kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex factie salab/keliru menerapkan hukum tentang kewenangan
Pemohon kasast/KPPU untuk memeriksa, menangani dan memutuskan kasus
persekongkolan tender, dengan alasan sebagai berikut :
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— Bahwa dalam pertimbangan hukumnya  judex -factie ‘secara-nyata telah
-membenarkan - kewenangan' Pemohon ‘kasasi/KPPU-untuk - menyelidik,
memeriksa pelaku usaha yang bersekongkol dengan:pihak lain yang

- .mengatur dan atau menentukan pemenang tertentu sehingga dapat

.. mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat- seperti yang diatur
dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Sementara dalam
putusannya, judex factie menyatakan Pemohon Kasasi/ KPPU tidak
berwewenang untuk memeriksa, menangani .dan memutuskan penjualan
saham dan obligasi konversi PT. IMSL
Bahwa akan tetapi dasar pertimbangan tersebut telah tidak diterapkan dalam
putusan judex factie, karena amar putusan judex factie telah menyatakan
tidak berwenang.untuk memeriksa, menangani dan .memutuskan kasus
. persekongkolan tender penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMS],
artinya judex factie telah tidak konsisten menerapkan pertimbangan hukum

. .: dalam, putusannya.

— Bahwa Pemohon kasasafKPPU dalam sistim hukﬂm d1 Indonesia adalah
Badan Publik yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman dimana
pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu adalah melakvkan pemeriksaan,
- membuat putusan dan berhak memberikan sanksi, atau dengan kata lain
Pemohon kasasi adalah Badan .yang mempunyai kewenangan Judiciary
Exclusive khusus _dibidang persaingan usaba. Hal ini dibuktikan dengan
adanya ketemuai} Undang-Undang yang menyatakan bahwa terhadap
. putusan Pemohon kasasi/KPPU boleh diajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri-dan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3)
Undang-Undang No. 5 tahun 1999). .

. — .. Bahwa judex factie dengan pertxmbangannya yang menyatakan Pemohon
_ . kasasi/KPPU telah memberikan penafsiran lnas terhadap Pasal 22 Undang-
.. Undang No. 5 tahun:1999 sehingga pemohon kasasi tidak berwewenang
- untuk -memeriksa, menangani. dan memutoskan, tender penjualan saham
.dan obligasi konversi PT. IMSL felah melampaui batas kewenangannya
seolab-olah judex factie berwenang menilai pelaksanaan fungsi juridis di
_pihak Pemohon kasasi/KPPU. : S
2. Bahwa judex factie telah salah/keliru menerapkan hukum' tentang penafsiran
* atas pengertian tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang—Undang No. 5 tahun

1999 dengan alasan sebagai berikut :

—  Bahwa tidak benar Pemohon kasasi/KPPU memperluas penafsiran tender
penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSI Karend Pemohon kasasi/
KPP telah benar menafsirkan pengertxan tender da]am Pasaf 22 Undang—
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Undang No: 5 tahun 1999 dengan menguraikan unsur-unsur tender yang

-sestiai dengan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

-Bahwa penjelasan’ Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak
~ membatasi: pengertian’ tender, karena disini adalah tawaran pengajuan
- harga yang bersifat umum vang meliputi tawaran pengajuan harga untuk
- pembelian (tender pembelian) dan tawaran pengajuan harga untuk penjualan

{tender penjualan).: “

Bahwa tendér pembelian adalah penawaran harga oleh tender untuk suatu
pekerjaan, barang dan atau yang akan dibeli. Sedangkan tender penjualan
adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk swatu pekerjaan, barang
atau jasa yang akan dijual.

Bahwa para peserta tender dengan jelas terbukti mengajukan penawaran
harga untuk saham dan obligasi konversi PT. IMSI, yang pengaturannya
tertnang dalam  “Procedures for The Submission of Bids” (Prosedur
untitk penyerahan tender yang diberlakukan oleh BPPN dan PT. Holdiko
Perkasa. :

Bahwa saham dan covertible bonds adalah barang, dan ini sesuai dengan
ketentoan Pasal 54 ayat: (1) Undang-Undang RI. Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas yang menyatakan “‘Saham merupakan benda bergerak
dan memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya.

‘Bahwa judex factie telah salah menafsirkan pengertian tender pasal 22 dan
penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena bertentangan dengan
azas dan tujuan Undang-Undang tersebut sebagaimana tercantum pada
pasal 2 dan 3 huruf a, b dan ¢, yaitu untuk mencegah praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,
karena itu setiap tindakan pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha

" tidak sehat diantaranya tindakan persekongkolan merupakan tindakan yang

bertentangan dengan azas dan tujuan pembentukan Undang-Undang No.
5 tahun 1999, Dalam hal ini Pemohon' kasasi/KPPU' telah membuktikan

- adanya tindakan bersekongkol dalam tender penjualan saham dan obligasi
‘konversi PT. IMSI yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa tindakan pesckongkolan yang menimbutkan persaingan usaha tidak sehat
juga bertentangan dengan azas dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal
3 huruf a Undang-Undang No. § Tahun 1999 karena tindakan persekongkolan
tersebut telah mengabaikan kepentingan vmum, menurunkan efisiensi nasional

. dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga

bertentangan dengan azas dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3
huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena telah meniadakan kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.
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. Dengan demikian adalah jelas bahwa pertimbangan judex factie telah salah/keliru
- dalam menerapkan hukum dan hal ‘itu cukup mcnjadl alasan bagi Mahkamah
" Agung membatalkan putusan judex-factie. .. .

3. Bahwa judex factie telah kurang memberikan pertimbangan ‘hukum tentang
cakupan pengertian tender dengan alasan sebagai berikut :
2+ Pengertian ‘tender: dalam’ Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999
“ “adalah bersifat umum ‘yaitw mellputl tender untuk pcmbei:an maupun
“untuk- penjoalan. - : : SR
* Dimanapun di dunia ini baik pemerintah maub'ur'l swasta melakukan tender
“untuk ‘memperoleh “hasil ‘'yang terbaik”™ bagi yarg menenderkan. Judex
factie dalam pertimbangannyatelah terbelenggu oleh pértimbangan bahwa
* kegiatan tender dilakukan hariya oleh pemerintah sébagaimana tercantum
- dalam Keppres 18°tahun 2000 dimana hal ini juga menjadi kewenangan
" Pemohon kasasi/KPPU. Naintin' cakupan dari’ Pasal 22 Undanig-Undang
"“No:'5 tahun 1999 lebih tuas dari cakupan Keppres 18 tahun 2000. Dengan
alasan diatas jiudex factie telah tidak cukup memberi pertimbangan hukum
~tentang ‘cakupan’ pengertian teénder dalamPasal 22 Undang-Undang No.
+ 5 tghun 1999, hal mana telah cukup’ menjad1 alasan Mahkamah Agung
" untuk’ membatalkan putusan Judex factie,
—  Judex factie telah mempersempit pengertian tender séfan'jutnya'ljerdasarkan
- ‘pengertian yang-telah dipersempit menyimpulkan bahwa tender penjualan
© % gghamdan’ obligasi konversi”PT IMSI “adalah” bukan-ténder yang
- dimaksudkan oleh Pagal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga
' Pemohon Kasasi/KPPU ‘tidak ‘beérwéenang mengawasi, ‘menyelidiki,
- memeriksa tender penjualin’saham dai’ obligasi‘konversi PT IMSI yang
" dimiliki-oleh ‘PT. Holdiko Perkasa dan BPPN, kesimpulin yang dibentuk
““berdasarkan peng'értiz'in yang salah'yang dilakokan oleh judex factie adalah
sangat tidak tepat dan tidak benal serta berbahaya bagl kehxdupan ekonomi
di Indonesia. S 3
-2 "Bahwa“ Undang—Undang No: 5 tahun 1999 (termasiik pasai 22) tidakiah
- dimaksudkan berlaku hanya untuk (sektor) Peémerintah; Undang-Undang
ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesxa dan ‘secara kKhusus bagi
- para pelaku usaha. - R S

_'.Kesmpufan Judcx factle yang berd‘asalkan pada pengertlan yang dipersemp:t
‘yang dengan jelas fidak sesuai dengan Pasal 22 Undang—Undang No. 5 tahun
1999 dengan jeEas menumukkan bahwa 3udex factie salah dalam menerapkan
hukom. - 3 :
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4. Bahwa:judex factie: telah: salah/keliru : menerapkan - hukum- tentang status
kedudukan Pemohon kasasi/KPPU sebagai badan kekuasaan kehakiman yang
berwenang secara khusus memutus kasus persaingan usaha c.q. persekongkolan
tender, dengan alasan sebagai. berikut :

—  Bahwa dalam’ proses perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
judex factie telah menempatkan Pemohon Kasasi/KPPU sebagai pihak
bersengketa dengan pihak Termohon Kasasi. Pemohon Lasasi/KPPU dalam
kedudukannya adalah sebagai pengawas juridis terhadap pelaksanaan
Undang-Undang No. 5 tahun 1999, Pemohon Kasasi/KPPU memiliki
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan menjatubkan
_sanksi berupa tind'akan administratif. Dengan kedudukan ini Pemohon
KasasifKPPU memiliki. kewenangan judicial exclusive khusus dibidang
persaingan usaha. Dengan kedudukan itu, Pemohon Kasasi/KPPU bukanlah
merupakan. pihak bersengketa tetapi sebagai lembaga pemutus yang
mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana telah

. diputuskan oleh Pemohon Kasasi/KPPU dalam perkara a quo.

~ . Bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 memberikan wewenang kepada
Pemchon kasasi/KPPU untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran
oleh Pelaku usaha tertentu meskipun tidak ada laporan (Pasal 40 ayat 1
Undang-Undang No. 5 tahun 1999).

. —=....- Bahwa Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi adalah mereka
yang. dikenakan hukuman sesuai kewenangan Pemohon Kasasi/KPPU,
Tindakan Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi mengajukan

. keberatan atas putusan Pemohon kasasi/ KPPU adalah suatu upaya hukum

:. yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang sifatnya adalah upaya banding

. terhadap putusan Pemohon KasasifKPPU, artinya Pemohon Kasasi/KPPU
dalain proses. banding (pengajuan keberatan) bukanlah pihak bersengketa
dengan: Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi. -

- Bahwa Termohon Kasasi dalam kegiatan tender penjualan saham dan
obligasi konversi PT IMSI yang dalam penyelidikan dan pemeriksaan
Pemohon Kasasi/KPPU telah terbukti melakukan Tindakan Persekongkolan
-dengan para Turut Termohon kasasi. .

Kasus seperti ini telah dan akan sangat merugikan masyarakat Indonesia,
sehingga putusan judex factie yang berlindung pada pendekatan formil
saja telah mengabaikan kebenaran materil seperti yang telah diputuskan
Pemohon Kasasi/KPPU dalam perkara a quo.

Dengan segala uraian di atas cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk
membatalkan putusan judex factie;
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-Menimbang, bahwa tetlepas ‘dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut

pendapat Mahkamah -Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.

bahwa sebelum memeriksa -dan memutus pokok perkara, Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan seharusnya lebih dahulu mempertimbangkan segi formal, baik
mengenai hentuk keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan maupun
putusan yang menjadi obyek keberatan tersebut;

bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.
03/KPPU-1/2002 tanggal 30 Mei 2002 diajukan oleh Termohon kasasi/Pemohon
keberatan dalam bentuk gugatan dimana KPPU sebagai pihak Termohon

keberatan dzsampmg para Pelaku usaha ]amnya sebagai para turut Termohon

keberatan

bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang—Und&ng No 5 tahun 1999,
KPPU adalah suatu lembaga independen yang bertanggung Jawab kepada
Presiden, karenanya KPPU bukanlah suatu badan hukum yang berwenang
bertindak di muka Pengadﬂan (persona standi in judicio) sehmgga ia tidak
dapat menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadllan Negeri Jakarta Selatan No OZ/Pdt
KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 harus dibatalkan dan Mahkamah

' Agung akan mengadih sendiri dengan pemmbangan berikut ini;
~bahwa pertama-tama Mahkamah Agung ; akan mempemmbangkan segi formai

putusan KPPU No. 03/KPPU-1/2002 tanggal 30 Mei 2002 vang disengketakan

~ tanpa memasuk: pemenksaan pokok perkara '

‘bahwa putusan KPPU No 03/KPPU- I/ZOOZ tanggal 30 Mf:l 2002 yaug
:dlsengkctakan tersebut menggunakan Jrah—n‘ah (kepala putusan) “Demi Keadllan

Berdasarkan KeTuhanan Yang ‘Maha Esa” sedangkan sesuai dengan Pasal 30

Undang—Undang No 5 tahun 1999 KPPU bukan baclan peradilan sebagalmana
yang dimaksud dalam Pasal 10 Undanngndang No. 14 tahun 1970 dan j juga

tidak memperoleh kswenangan secara khusus dari Uncfang—Undang No. 5 tahun
1999 serta peraturan perundang- undangan iamnya untuk memuat irah-irah
tersebuf;

bahwa oleh karena itu KPPU dalam putusan tersebut telah melampaui
kewenangannya, sehingga putusan itu mengandung cacat hukum dan karenanya
harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,. menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dan Pemohon kasasi : Komisi Pengawas Pefsaingan’ Usaha/KPPU dan ‘membataikan
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putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt KPPU/2002/PN.Jak Sel. tanggal
1 Agustus 2002 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri pe1kara ini dengan
amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa cleh karena Pemohon kasasi adalah pihak yang kalah,
maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan
Unclang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan :

MENGADILI

' Mengabﬁ_lkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA/KPPU tersebut;

‘ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt. KPPU/2002/
PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002; '

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan batal demi hukum putusan Komisi. Pengawas Persaingan Usaha/
KPPU No. 03/KPPU-1/2002 tanggal 30 Mei 2002;

Menghﬁkﬁm :Psé:mbhon_ Kasa:_sifI‘érmphon ké_berataﬁ_ _l.intuk membayar Biaya
perkara dalam kedua tingkat peradiian, Jyang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebanyak Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah); '

Demikianlah d}putuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2003 dengan H. Soeharto, SH. Ketua Muda
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR.
Paulus Effendi Lotulung, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH. sebagai Hakim-Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.
dan Ny. Marianna Sutadi, SH, Hakkm—Haklm Anggota dan IG A. Sumanatha SE.
Pamlera Penggantx dengan tidak dlhadm olch kcdua belah pihak '

._H_a_kim_-iiak_im Anggota : Ketua
ttd.
H. Soeharto, SH. Ny.. .Marial.ma Sutadi, SH.
Cpd.

Prof. DR. Paulus-Eﬂ'éndi- Lotuiung, SH.

114 Yurisprudensi HMahiRgmaft Agung R



Panitera Pengganti :
ttd.
1G A. Sumanatha, SH.

Biaya-biaya :

1. Meteraioa . Rp. 6.000,-
2, Redaksivn Rp. 1.000,-
3. Adininistrasi kasasi.......Rp. 493.000,-

Jumlah ..., Rp. 500.000,-
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